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PAGU DANA DESA DI PIDIE CAPAI RP 521 MILIAR, BEGINI PENEGASAN             
PJ BUPATI DAN ARAHAN SEKDA 

 

 
Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi (tengah) menyerahkan pagi dana desa kepada salah satu camat 

yang didampingi Sekda, Drs Samsul Azhar MSi (dua kiri) dan Kepala DPMG, Jufrizal SSos MSi (kiri) di 
Oproom Setdakab setempat, Senin (8/1/2024). 

 

 SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi 

menyerahkan pagu dana desa tahun 2024 untuk 730 Gampong yang tersebar di 23 kecamatan 

dalam Kabupaten Pidie sebesar Rp 521.604.102.000 yang berlangsung di Oproom Setdakab 

setempat, Senin (8/1/2023). “Pagu APBG 2024 ini merupakan Asa (harapan) bagi nasibnya 

masyarakat, maka seluruh camat dan Keuchik yang terlibat musti mengelola secara amanah 

dan tepat sasaran", sebut Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi kepada 

Serambinews.com, Senin (8/1/2023). Enieut Wahyudi, sebagai struktur pemerintahan 

terkecil di tingkat gampong maka sebagai kucuran pagu atau batas dana yang telah  terbatas 

tersebut mampu mengembangkan berbagai sektor dalam memakmurkan masyarakat. Jadi 

peran Keuchik selaku pemimpin ditingkat gampong musti memberikan kontribusi dalam 

inovasi. Apalagi karakter masyarakat Pidie yang unik dari berbagai kabupaten/kota di 

Nusantara ini adalah paling unik hanya ada di Pidie. “Maka jadikan Pidie sebagai contoh 

terbaik dalam pengelolaan dan umat demi menggapai pemerataan infrastruktur berbasis bagi 

kesejahteraan", ujarnya  Sekda Pidie, Drs Samsul Azhar MSi secara terpisah kepada 

Serambinews.com, Senin (8/1/2024 mengatakan alokasi dana ini jangan uang habis 

meninggalkan cerita 'Sesak' tapi uang habis dapat meninggalkan riwayat lega dalam 

mensejahterakan masyarakat. “Maka maksud pagu dana ini adalah nampu memaksimalkan 

pola keuangan tertata dengan lebih sempurna tanpa membiaskan masalah dibelakang hari," 

ujarnya. Maka, diharapakan kepada  pihak baik camat dan keuchik musti memiliki kemauan 

dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan umat ini secara bijak. Apalagi 

tahun ini sekitar Rp 61 Miliar terkuras untuk KIP untuk hajatan pilkada  plus 15 Miliar untuk 

pengamanan sehingga alokasi dana operasional di seluruh SKPK tahun ini menjadi 'Ikat 
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Pinggang'. Maka gunakan anggaran ini seefesien mungkin. Dijelaskan juga, jumlah pagu 

yang diserahkan 521.604.102.000 maka pagi tertinggi yaitu Gampong Mane'e, Kecamatan 

Mane'e Rp 2.019.830.000 karena memiliki kemiskinan ektrim dan pagu terendah  yaitu 

Gampong Pulo Baro, Kecamatan Keumala Rp 540.282.000. Selebihnya 728 gampong rata-

rata kecipratan 714.526.167. Dari dana tersebut 25 persen dialokasikan untuk BLT, 20 persen 

untuk ketahanan pangan, dan 3 persen operasional pemerintah gampong. Selain itu juga pagu 

anggaran untuk penurunan stunting dan penyakit menular lainnya.malah dalam tahun ini juga 

Pidie memilik 30 gampong cerdas yang diakui oleh kementerian desa. 'Jadi camat dapat terus 

membimbing dan mengayomi para Keuchik dalam upaya percepatan penyelesaian realisasi 

APBG 2024 nantinya secara baik," ungkapnya. 

 

Sumber Berita:  

https://aceh.tribunnews.com/2024/01/08/pagu-dana-desa-di-pidie-capai-rp-521-miliar-

begini-penegasan-pj-bupati-dan-arahan-sekda, Tanggal 8 Januari 2024 

 

Catatan: 

 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat.1 

 Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan 

diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini.2  

 Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan 

untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.3 

 Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi 

masyarakat Desa dalam rangka:4  

a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;  

b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta  

c. penanggulangan kemiskinan. 

 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:  

a. pemenuhan kebutuhan dasar;5  

 
1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1) 

2 Ibid ayat (2) 
3 Ibid ayat (3) 
4 Ibid Pasal 3 
5 Ibid Pasal 4 
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b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;  

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan  

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

 Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas: 6 

a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa:  

b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;  

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan  

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin 

 Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.7 

 Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa.8 

 

Catatan Akhir: 

 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.9 

 Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan 

untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.10 

 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.11 

  

 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi 

umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu 

instansi 

 
6 Ibid Pasal 5 ayat (1) 
7 Ibid Pasal 13 ayat (1) 
8 Ibid Pasal 13 ayat (3) 
9 Ibid Pasal 1 angka 1 
10 Ibid Pasal 1 angka 2 
11 Ibid Pasal 1 angka 8 


